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Indeks Persepsi Korupsi – Risiko Korupsi
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Beberapa Nilai IPK Negara ASEAN

Menunjukkan penilaian responden terhadap risiko

korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan

Transparency International

Skor IPK tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko 

kejadian korupsi yang rendah, sebaliknya skor IPK rendah 

menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi 

yang tinggi.

Sumber: Transparency International Indonesia
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Berdasarkan Profesi / Jabatan (10 terbanyak)

Statistik Pidana Korupsi yang Ditangani KPK – TIPIKOR

Sumber: https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara
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Sebagian Realita Integritas Pendidikan - INTEGRITAS

https://www.medcom.id/pendidikan/news

-pendidikan/xkEYW39k-terindikasi-

curang-510-peserta-utbk-sbmptn-

didiskualifikasi

Di antaranya terdapat Rektor PTN, PTS, 

dosen, juga mahasiswa S3 saat

menyusun disertasinya

https://kumparan.com/kumparannews/4-

akademisi-tanah-air-yang-terjerat-kasus-

plagiarisme/full



Penyimpangan Perilaku Integritas/TPK di 
Perguruan Tinggi – PERILAKU KORUPSI

Sumber : Media Cetak dan Online
Januari 2014 – Desember 2017

on

Studi 2018



KORUPSI-Fenomena Gunung Es

Grand Corruption
Political Corruption

Petty CorruptionKorupsi Terungkap

Korupsi Belum Terungkap

Corruptive Behaviour



STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

Takut untuk korupsi
PENINDAKAN
(efek jera)

Tidak bisa korupsi
PENCEGAHAN
(perbaikan sistem)

Tidak ingin korupsi
PENDIDIKAN
(membangun nilai)

PARTISIPASI PUBLIK



PENDIDIKAN NASIONAL
UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat
dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara 
Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga
mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu
berubah

Implementasi Pendidikan Antikorupsi
pada dasarnya adalah peningkatan
kualitas mental anak didik dan
sector pendidikan yang berintegritas

Pendidikan 

Antikorupsi

VISI

1,2…..
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan
pembentukan kepribadian yang bermoral; 
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat
pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan
standar nasional dan global;
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan
prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MISI

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.



• Sikap dan Perilaku Antikorupsi Peserta Didik
• Integritas Sektor Pendidikan

IMPACT (5-10 TAHUN)

• Regulasi PAK pada Pendidikan Formal
• Praktik baik PAK di daerah
• Program kolaboratif PAK
• Inovasi PAK 

OUTCOME (3-5 TAHUN)

PROGRAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

• Stranas PAK
• Advokasi Regulasi PAK
• Pilot Project PAK

KEGIATAN

• Indeks Integritas Pendidikan
• Monitoring dan Evaluasi PAK
• TOT, Penguatan kapasitas Jejaring

Pendidikan

• Festival Integritas Sekolah/Kampus
• Materi Pendidikan Antikorupsi
• Kerjasama Implementasi dan Evaluasi

PAK, dll

STRATEGI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI FORMAL

1

Insersi PAK 
pada Kurikulum

2

Pembangunan Integritas 
Ekosistem Pendidikan

3

Pemberdayaan 
Jejaring Pendidikan



LOGICAL FRAMEWORK PAK



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI OLEH KPK

Pendidikan Dasar / 

Menengah

Pendidikan 

Tinggi / Sekolah

Kedinasan

Pendidikan Anak 

Usia Dini / 

Berbasis

Keluarga

Masyarakat Umum

(Private Sector, APH, 

K/L/O/P, Community 

Development, Sektor Politik, 

dll)



PRINSIP KPK DALAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI – STRANAS PAK

KOLABORATIF

SUBSTANTIF

BERJENJANG & 
BERKELANJUTAN

KREATIF & 
RELEVAN

KOMPREHENSIF1

2

3

4

5



Pencapaian Pendidikan Antikorupsi

Peserta Didik

• Kesadaran
• Sikap
• Perilaku

Penyelenggara Negara
(demand side)

Warga Negara
(supply side)

-Tidak Korupsi
-Antikorupsi
-Melaporkan Korupsi(2)KURIKULUM PENDIDIKAN

dilengkapi
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pimpinan
Dosen, Guru
Tenaga kependidikan

Pengampu kebijakan:
Kementerian, BAN, Pemda, 
dll

ANTIKORUPSI

Orangtua
Masyarakat
NGO

(3) Ekosistem 1

(3) Ekosistem 2

(1)Regulasi/Kebijakan

(1) Kebijakan

BERINTEGRITAS



(1) KEBIJAKAN/REGULASI

REGULASI PEMANGKU KEBIJAKAN KEBIJAKAN PERGURUAN TINGGI

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI 
PENDIDIKAN TINGGI

Kewajiban Implementasi PAK
Metode Implementasi PAK, dll

Peraturan Rektor, SOP
Pokja
Program Antikorupsi PT, dst
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Menghasilkan Komitmen dan Rencana Aksi
“Implementasi Pendidikan Karakter dan 

Budaya Antikorupsi”

Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi
11 - 12 Desember 2018

Ditandatangani oleh:

Kementerian Riset, 
Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi

Komisi Pemberantasan
Korupsi

Kementerian 
Agama

Kementerian 
Dalam Negeri

Kementerian 
Pendidikan dan 

Kebudayaan

15
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Kementerian Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi

Komisi Pemberantasan
Korupsi

Kementerian AgamaKementerian Dalam Negeri
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan



REGULASI IMPLEMENTASI PAK PADA PERGURUAN TINGGI

Keputusan Kepala BRSDM Kelautan dan Perikanan Nomor 73/ Per-
BRSDM/2019

Surat Edaran Kepala BPSDM Industri Nomor 1251/BPSDMI/V/2019

Peraturan Kepala BPSDM Perhubungan Nomor PK.01/BPSDM-2019

Permenristekdikti No 33 Tahun 2019

Kepdirjen Dikti No. 84 Tahun 2020

Kepmendikbud No. 754/p/2020

Kepdirjenpendis No 5783 Tahun 2019

Kepmenkes Nomor HK.02.02/Menkes/287/2014

Keputusan Kepala BPPSDM Kesehatan No.HK.02.02/1/0182/2020

PEMANGKU KEBIJAKAN



REGULASI IMPLEMENTASI PAK PADA PERGURUAN TINGGI

KEBIJAKAN PERGURUAN TINGGI



(2) KURIKULUM

INTEGRASI PADA MATA KULIAH MATA KULIAH MANDIRI 

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI 
PENDIDIKAN TINGGI

Materi Antikorupsi: Nilai Antikorupsi, Pencegahan, dsb

Materi Korupsi: TPK, Dampak Korupsi, dsb

Pengetahuan
Sikap
Perilaku





Ekosistem 1
(pengaruhi KBM dan 
mahasiswa secara 
langsung), 
Model CEV-Kaptein,2007

(3) EKOSISTEM 

Ekosistem 2 (Tata kelola 

pendidikan),KPK 2018

PENDIDIKAN TINGGI

1. Kejelasan

(Kode etik perilaku berintegritas)

2. Kesesuaian

(Keteladanan dari tenaga pendidik dan seluruh 

pihak di satuan pendidikan)

3. Kelayakan

(Tata kelola pendidikan dan kondisi lingkungan)

5. Sanksi/Penghargaan

(Reward and punishment perilaku 

berintegritas/tidak berintegritas)

4. Dukungan

(Dukungan dari tenaga pendidik dan dukungan 

lingkungan)

6. Komunikasi/Diskusi

(Forum komunikasi dan aksi tindaklanjut satuan 

pendidikan terhadap masalah perilaku integritas)



MEMBANGUN EKOSISTEM 
PERGURUAN TINGGI
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Konsep integritas pendidikan
yang mencakup tiga lingkup

tersebut: 
1. Karakter individu (peserta

didik), 
2. Ekosistem dan 
3. Kepatuhan tata kelola, 

Indeks Integritas Pendidikan 
diukur dari komposit dimensi-

dimensi tersebut. 

INDEKS INTEGRITAS PENDIDIKAN

Integritas Pendidikan

Ekosistem penjaga 
tegaknya moral/ 
karakter setiap 

elemen eskosistem

Perilaku peserta didik yang 
merupakan perwujudan 

dari prinsip moral/karakter 
integritas yang diyakini 

setiap individu peserta didik

Kepatuhan 
integritas/tidak ada 

pelanggaran

Indeks Karakter Indeks Ekosistem Indeks Kepatuhan

Selaras
Setia 

pada nilai 
moral

Konteks



EDUKASI
Menyelenggarakan Pendidikan 

Antikorupsi sebagai MK 

Mandiri atau terintegrasi di 

MK Relevan

EKOSISTEM
Pembangunan Integritas 

Ekosistem Pendidikan yang 

mendukung habituasi, 

keteladanan dan pengalaman 

integritas

AKSI INTEGRITAS
Peran aktif dalam gerakan 

antikorupsi melalui Tridharma 

Perguruan Tinggi (Pengawasan, 

Kajian, advokasi, Penyuluhan, 

Kampanye, dll)

PERAN PERGURUAN TINGGI



BENTUK IMPLEMENTASI PAK PADA PERGURUAN TINGGI-EXISTING 

KURIKULER

EKSTRA-KURIKULER

SISIPAN/INTEGRASI

MK TUNGGAL

WAJIB

PILIHAN

EVENT SEMINAR

WORKSHOPSOCIAL CAMPAIGN

KKN TEMATIK

MOVEMENT

- Pada Mata Kuliah Wajib
Umum (MKWU) 

- Pada Mata Kuliah lain 
yang relevan

Contoh Kampus: 
Unpad, UAD, Unisba Surakarta, UGM, 
Universitas Brawijaya, Unsoed, dsb.

Contoh Kampus: 
Univ. Paramadina, Univ. Negeri
Semarang (di beberapa fakultas), dsb.

Contoh Kampus: 
ITB, Unika Soegija Pranata, dsb.

PUSAT KAJIAN
Pusako Unand, Pukat UGM, Pusat Studi Hukum dan Konstitusi
Unpad, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Bung Hatta, 
Universitas Muhammadiyah Surabaya, dll. 



TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI ANTIKORUPSI

PENELITIAN

PENGABDIAN MASYARAKAT

PENDIDIKAN
• Pusat Pengajaran 

Antikorupsi (Insersi 
Pendidikan Antikorupsi, 
Pelatihan, Kaderisasi)

• Pool Of Expert
• Materi kreatif 

Antikorupsi untuk 
masyarakat

• Skripsi Anti Korupsi
Riset/Kajian
• Pembentukan pusat 

kajian Anti Korupsi
• Perbaikan sistem / tata 

kelola kampus
• Pusat Inovasi Antikorupsi
(Karya Tulis, Artikel, Riset, 
FGD)MONITORING & PEMANFAATAN TEKNOLOGI

Pemantauan Pejabat, Anggaran, Pelayanan Public, Audit 
Social, Berbagi Informasi Di Medsos, Pengaduan Masyarakat

KKN Tematik Anti Korupsi / layanan publik

PUSAT GERAKAN AKADEMIS 
PEMBERANTASAN KORUPSI 



Kampanye Integritas di Kampus

NO. TEMA KAMPANYE

1 Bidik Misi Untuk Siapa

2 Malu Mark Up

3 Ucap Malu Cap Palsu

4 Proposal Jujur

5 Laporan Pertanggungjawaban Antikorupsi

6 Honesty for Parent

7 Mari Ngopi Bukan Copy

8 Proud to be Me

9 Jujur Ora Ajur

10 Jaket Koruptor Waktu

11 Menolak Titip Absen

12 Kurir Absen

13 Anti Korupsi Informasi

14 Polusi Suara

15 Membaca Koran
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POTENSI GENERASI MUDA SEBAGAI CALON PEMIMPIN:
KOMPETENSI + INTEGRITAS 

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan
dalam segala aspek pembangunan nasional. 

*Peran dan Tanggung Jawab Pemuda dalam UU Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan



“The supreme quality for leadership is 

unquestionably integrity.

Without it, no real success is possible, no 

matter whether it is on a section gang, a 

football field, in an army, or in an office”

(Dwight D. Eisenhower)



INTEGRITAS =( A + K1+ E ) - K2

• AKUNTABILITAS

• KOMPETENSI

• ETIK

• KORUPSI

Dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan perkataan

Memiliki kemampuan sesuai bidangnya

Memiliki dan menerapkan nilai moral serta 

Mendahulukan kepentingan umum

Tidak melakukan korupsi dan

melakukan langkah-langkah

pengendalian

MEMELIHARA INTEGRITAS
DI DUNIA KERJA





Kunci Pencegahan Korupsi Dalam Diri

Jangan mau menjadi KORBAN
(tolak, lawan, laporkan)

Jangan menjadi PELAKU
(kontrol diri)




